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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR <=; TAHUN 2011

TENTA~G

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bah""a dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, malta semua peraturan daerah

Provinsi GorO'ltalo yang mengatur tentang pajak daerah perlu disesualkan

dengan Undang-undang dimaksud;

b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

diatas, perlu membentuk Perat:;ran Daerah Provinsi Gorontalo tentang

Pajak Daerah.

~"'engingat : 1. Undang-Undang Nom'Jr 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Goronta!o (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dc:n Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 tambahan

Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4 .. Undang-Undang ['Jomor 07 Tahun 2004 lentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) seba~imana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun,
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);



6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan PemerintahanDaerah (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republlk IndonesiaNomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 1..aluLintas Dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lem~aran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
9. Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peiaturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

10. Peratliran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,

Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 3252);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahen 2000 tenta"g Tatd Cara

Penyitaan Oalam RangKaPenagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Repllblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaandan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahanantara Pemerintah,PemerintahanDaerahProvinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4737);B Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara .

Pemberian dan Peinanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerahdan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);



15. Peraturan Pemerintah' Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan

Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negar.a.Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Da~rah;

Dengan Persetujuan Bersamd

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KffiNTUAN IJMUM

Pasal 1

Dalam Peratl.!ran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

3. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi

Gorontalo.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

5. Peraturan Daerah adalah pe'raturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

Provinsi Gorontalo dengan persetujuan bersama Gubemur Gorontalo.

6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, .dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung £ian digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
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terbatas, perseroan komanditer, perserban lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organlsasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lail'lnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanj:.Jtnya disingkat PKB, adalah pajak atas

kepemilikan d;;m/atau penguasaan kendara~n bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tekni:< berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan atat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda

da:l motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalail pajak

atas penyerahan hak mllik kendaraan bermotor sebagoi akibat perjanjian dua pihc;k atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,

warisan. at2u pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBSKB adalah

pajaK atas p2nggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

13. Sahan Bakar Kendaraan Bermotor adaiah semua jenis bahan bakilr cair atau gas yang

diguna:<an untuk kendaraan bermotor.

14. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan.

15. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk

air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

16. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Masc.Eajak ..adalah .jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang

dlatur dalam Peraturan Oaerah 10.1 yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun -kalender.
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21. Pajak yang terutang adalah pajak yan-g harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak, -atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perUndang-u-nda~gan perpajakan daerah. ' •

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan

subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuK

oleh Kepala Daerah.

24: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan unruk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek paj3k, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undnngan perpajakan daerah.

- 25. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat

SPPKB adalah surat Pendataaan dan Pendaitaran Kenaaraan Bermotor yang

disampaikan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai permohonan SINK, pendaftaran

kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan SWDKLL.

26. Surat Ketetapar. Pajak DaerOJh,yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokck pajak yang terut,mg.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingk3t SKPDKB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurar.gan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di~ingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan ata:; jumlah pajak

yang telah ditetapkan.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar dartpada pajak yang terutang atau se~arusnya tidak

terutang. 00

31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adarah surat untuk

melakukan tagihan p;:;jak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
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32. Surat Pemberitahuan Kewajlban Pernlllk Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampalkan kepada Wajib Pajak terhadap

kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hjtun~, dan/atau kekellruan dalam penerapan ketentuan tertent'Jdalam

peraturan perundang-undangan perpajakan da~h yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan .Pajak Teruta:1g, Surat K~tetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan~ atau Surat Keputusan Keberatan.

34. Surat Keputusan. Keberatan adalah surat k€putusan atas keberatan terhadap Surat

Perr.beritahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap

pemotongan atau pemungutanoleh plhak ketiga yang dlajukan oleh Wajib Pajak.

35. Putusan Banding ada1ah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan olen Wajib Pajak.

36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak d~n biaya penagihan pajak.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan seeara objektif dan profes;oncl

berdasarkail suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan/atau untL:k tujuan lain dalam rangka meiaksanakan

kctentuan peraturan perundang-und2ngan perpajakan daerah.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah s€~angkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bu1<.tiyang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

39. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

40. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal2

Jenls P,!jak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. PK8;

b. BBNK8;

C. PBBKS;

d. PAP;.~a~'..
e. Pajak Rokok.
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BAB III

PAJAK KENDARAAN 8ERMOTOR (PKB)
\

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasat3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas, kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bennotor.

Pasal4

(1) ObjekPKB adalah kepemilikan daniatau penguasaan Kendaraan Benno.tor.

(2) Tennasuk dalarr. pe:1ge:rtian Kendaraan Bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah kendaraan berrnotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua

jenis jalan darat dan kendaraan bermotoryang dioperasikan di air dengan ukuran isi !<otor

GT S (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yaltu:

a. Kereta Api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahar:an dan

keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perNakilcln

negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-Iembaga intemasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari P€merintah.

PasalS

(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan{atau menguasai

Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bennotor.

(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama{atau alamat yang sama .

(4) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajClkannya diwakili oleh pengurus atau kuasa

badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Penghitungan Pajak

Pasal6 "

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokokr

a. Nilai Jual Kendaraan Bennotor (NJKB); dan
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b. babot yang mencerminkan secara relatlf tlngkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran

lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal?

(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dltetapkan berdasarkan Harga PC!saran

Umum aras suatu kendaraan bermotor.

(2) Harga Pasa~an Umum sebagalmana dimaksud pada ayat (1) yaitu harga rata-rata yang

diperoleh .dan berbagai sumber data yang akurat.

(3) NJKB sebagaimana dima!t.sud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran

Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(4) Dalam hal H3rga Pasaran Umum suatu Kendaraan .Bermotor tidak diketahui, dapat

ditentukan berdasarkan 5ebagian atau seluruh factor-faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi sHinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;

c. harga kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor yang sama;

d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang

sama;

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat KendClraan Bermotor;

f. harga Kendaraan Berrnotor dengan Kendaraan 6errrotor sejenis; dan

g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Pasal8

(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang

nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebaga: berikut:

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalon dan/atau pencemaran

Iingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam

batas toleransi;

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor

tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat

Kendaraan Bermotor;

b. jenis bdhan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas,

Iistrik, tenaga surya, atau jenls bahan bakar lalnnya;

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatani dan ciri-dri mesin Kendaraan Bermotor yang

dibedakan berdasarkan jenls mesln 2 tak atau ~4tak,. dal') 151 sillnder.
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Pasal9

Khusus untuk Kendaraan Bermbtor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat
. I

berat dan alat-alat besar serta kendaraan dl air, dasar pengenaan PKBadalah NJKB.

Pasal 10

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB setlap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dinyat:qkan dalam satu tabel yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri pada tahun yang bersangkutan.

(2) Dalam hal dasar pengenaan PKBbelum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Gubemur menetapkan DasCir Pengenaan PKB din:taksud dengan

PeratiJran Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Neg~ri yang mengatur

mengenai NJKB.
(3) Per,ghitungan dasar pengenaan PKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditlnjau kembali setiap tahun.

~ ~\tflV\.A'~~
~ ".

(1) Tarif PKBpribadi ditetapkan dengan eara sebagai berikLit:
a. kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi dan badan dikenakan tarif

sebesar 1.5% (satu !<ofTIalima persen); dan
b. kepemilikan Kendaraan Berrnotor pribadi roda 4 (empat) serta Kendaraan Bermotor

roda "L (dua) yang isi silinder 250ce keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif

ditetapkan sebcsar ~% (dua koma lima persenj. -:::. :;,)...&10
(2) Tarif PKBsebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikenakan atas nama danjatau alamat

yang sama.
(3) Tarif PKB untuk Kendaraanbermotor angkutan umum sebesar 0,75% (nol koma tujuh

lima persen).
(4) Tarif PKB untuk Kendaraan Bermotor ambulans,' pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial dan ke2gamaan, PemerintahrrNI/POLRI, Pemerintah

Daerah sebesar 0,5% (nol kama lima persen).

(5) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat berat/besar sebesar 0,2% (nol kama dua

persen).

(6) Tarif PKBKendaraan diatas air sebesar 1,5% (satu kama lima persen).

Pasal12 "

Besaran PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dengan dasar penger.aan pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10.
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-Bagian Ketlga

W1layahPemungutan, Masa Pajak

dan Saat Pajak Terutang

PasaI13

(1) PKBdipungut di wijayah daerah tempat Kendaraan Bennotor terdaf"lCIr.

(2) Kendaraan Bennotor dan luar Provinsi Gorontalo yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan

secara terus menerus wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo.

(3) Terhadap kendaraan bennoter dari luar Provinsi Gorontalo, sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Badan Keua'1gan Daerah melakukan pendatac;n untuk dikoordinasikan dengan

Kepolisian Daerah Gorontalo supaya memenntahkan wajib pajak agar melakukan mutasi

kendaraan.

(4) Wajib Pajak yang mengajukan oennohonan mutasi Kendaraan Bermotor dipersyaratkan

melengkapi bukti pelunasan PKB.

(5) PemungutC'il PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan atau pengesahan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal14

(1) Masa pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai Saat

pendaftaran kendaraan bermotor .

(2) Dalam waktu 14 (empat belas) han sebelum berakhirnya masa PK8. Kepala Badan

Keuangan menyampaikan kepada wajib pajak melalui SPKPKDatau media lainnya.

(3) PKB dibayar sekaligus dimuka.

(4) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya t;:::Jaksampai 12

(dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa

pajak yang belum dilalui.

(5) Terhadap wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan kelua. daerah Provinsi

Gorontalo, sebelum berakhir masa pajak dibenkan restitusi.

(6) Pemberian restitusi atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mutasi

kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (5) perhitungan restitusi sebagai berikut:

a. Kurang atau sama dengan 15 (lima belas) hari tidak dihitung masa pajak.

b. Diatas 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh masa pajak.

Pasal15

Saat PKB Terutang yaitu sejakkepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan dan/atau sejak

berakhimya masa pajak kendaraan bennotor.
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Bagian Keempat

Penetapan Pajak

Pasal16

. (1) 5etiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir Pelaporan/SPPK6 atau bentuk lain yang

. dipersamakan;
(2) Formulir Pelaporan/SPPKB sebagaimana dimaksud pada zyat (1) wajib disampaikan

paling lambat:

a. 30 (tlga puluh) hari sejak penyerah,m kendaraan;

b. sampai dengan tanggal berakhimya masa pajak bagi kendaraan daftar ulang atau

Pengesahan Surat Tanda Nomor :(endaraan Bermotor;

c. 30 (tiga puluh) hari sejak taroggal Fiskal atau Surat Ketetapan Mutasi dari Kepolisian

untuk kendaraan bermotor pindah dari luar D(lerah;

d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan

bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, status, wama, fungsi maupun

penggantian mesir.;

(3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat-(2) telah lewat, maka wajib

paj:lk diker.akan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan

yang dihitung setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SKPD

atau dokumen lain yang dipers<Jmakan.

Pasal 17

Berdasarkan Formullr Pelaporan/SPPKB sebagalmana dimaksud dalam Pasa! 16 ayat (1)

ditetapkan PKBdengan menerbitkan SKPDatau dokumen lain yang dipersc:makan.

BAB IV

BEABALIK NAMA KENDARAANBERf-l0TOR (BBNKB)

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal18

Dengan nama BBNKBdipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 19

(1) Objek pajak BBNKBadalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimakSud pada ayat (1)

adalah . kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yarfg dioperasikan di

semua jenls jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan

ukuran isl kotor 5 GT (lima gross tonnage) sampai dengan 7 GT (tujuh gross tonnage).
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(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagalmana dimaksud pada ayat

(2) adalah:

a. Kereta Api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dlgunakan unt •.•k keperluan pertahanan dan

keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor yang dimilikl dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan

negara asing dengan asas tlmbal b~'lk dar. lembaga-Iembaga Intemasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal20

(1) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan berturut turut dapat

dianggap sebagai penyerahan.

(2) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak termasuk

penguasaan Kcndaraan Bermotor karena perjanjlan sewa belL

(3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dad luar nege:i untuk dipakai secara tetap di

Indonesia, kecuali:

a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkl'tan;

b. untuk dipe;dagangkan:

c. untuk dikeluarkan kembaii. dari wilayah pabean Indonesia; dan

d. digundkan untuk pameran, penel!tlan, contoh, dan kegiatan olahraga bertardf

intemasional.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila

kendaraan bermotor selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembaii

dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 21

(1) Subjek pajak BBNKS adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima

penyerahan kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadl atau Badan yang menerima penyerahan

Kendaraan Bermotor.

Baglan Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Penghitungan Pajak

Pasal 22

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilal Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10.
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Pasa!23

(1) Tarif BBNKBditetapkan sebagai berikut:

a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak

menggunakan jolan umum tarif BBNKSmaslng-masing sebagai berikut:

a. penyerahan pertama sebesar 0,7~% (no I koma tujuh puluh lima persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% {nor koma nor tujuh puluh lima
persen).

(3) Tarif Kendaraan di air ditetapkan sebagai berikut:

a. penyeraha:1 pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

b. penyerahan kedua dan seterusQya sebesar 1% (satu persen);

(4) Khusus untl,jk penyerahan karena warisan adalah:

2. Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor IJmum sebesar

0,1 (nel koma satu persen) dan

b. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan ,alat-alat besar yang tidak

mengguOiakan jalan umum sebesar 0,0075% (nol koma noi nol tujuh puluh lima
persen).

Pasa:24

Sesaran Pokok Pajak BBNK!:! yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan aY3t (3) dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, f-1asaPajak, Pendaftaran, Penetapan dan

Saat Pajak Terutang

-Pasa125

BBNKBdipungut di wilayah d~erah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal26

(1) Masa Pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sarna dengan jangka waktu

sejak penyerahan kendaraan bermotor pertarna ke penyerahan berikutnya.

(2) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran; ,"

(3) BBNKSterutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.
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- Pasal27

(1) Wajlb pajak BBNKB wajib mendaftar1can penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hart kerja sejak saat penyerahan.

(2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporl<a~ secara

tertulispenyerahan. kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dal;;lm jangka waktu 30

(tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(3) laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi:

a. nama dan alamat orang pribadi atau hadan yang menerima penyerahan;

b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan:

c. nomor polisi kendaraan bermotor;

d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan

e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Pasal28

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib menglsl Formulir Peiaporar./SPPKB atau bentuk lain yang

dipersamakan.

(2) Formulir Pelaporan/SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikar.

paling lambat:

a. 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan;

b. sampai dengan tanggal berakhlrnya masa pajak bagi kendaraan daftar ulang atau

Pengesahan Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor;

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal dan Surat Ketetapan f\1utasi dari Kepoiisian

untuk kendaraan bermotor pindah cari luar Daer3h;

d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan

bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, status, \'Varna, fungsl maupun

penggantian mesin;

(3) Berdasarkan Formulir Pelaporan/SPPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dlpersamakan.

(4) Apabila tenggang waktu se.bagaimana dlmaksud pada ayat (2) telah lewat, maka wajib

pajak dikenakan sanksi admlnistrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan

yang dinitung, setinggl-tingginya 24 (dua puluh em pat) bulan dan ditagih dengan SKPD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal29

BBNKS terutang adalah sejak terjadinya penyerahankepemllikan kendaraan bermotor.
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SASV

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKS)

Baglan Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal30

Dengan nama PSSKS dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermot0r yang

disediakan atau diangg;)p digunakan untu~ kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar

yang digun;)kar. untuk kendaraan di air.

Pasal31

(1) Objek PSSKS adalah Bahan Sakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan di air.

(2) Subjek PSSKSadalah kcnsume'l Sahan Sakar Kendaraan Bermotor.

(3) Vvajib Pajak PBSKS adalah orang piibadi atau Bad;jn yang mcnggunakan Bahan Sakar

Kendaraan Sermotor.

Baglan Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal32

DasClr pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 33

(1) Tarif PBSKB bersubsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

(2) Tarif PBBKS non bersubsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

(3) Dalam hal terjadinya perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah, maka tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan

oleh pemerintah.

Pasal 34

Sesaran pokok PBSKB yang terutang dihltung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan

dimaksud dalam Pasal 32.
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Baglan Ketiga

Wilayah Pemungutari, Masa Pajak, Penetapan

dan saat Pajak Terutang

Pasal35

(1) PBBKSdipungut di wilayah daerah.

(2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan B3kar Kendaraan Bermotor

sebagai wa.1ibpungut.

(3) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Sermotor sebayalmana dimaksud pada ayat (2)

adalah produsen dan/atau importlr Saha;] Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk

dijual maupun untuk digunakan sendlri.

Pasal 36

Masa pajak PBBKS adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan

ka!ender.

Pasal3?

(1) Besamya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh penyedia bahan bakar

kendaraan bermotor.

(2) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang tanpa adanya surat

ketetapan pajak dae,ah.

Pasal 38

PSBKB terutang saat Penyedia menyera~kan bahan bakar kendaraar, bermotor kepada

lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Pasal39

(1) Pemungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajlb mengisi dan menyampaikan

SPTPD setiap bulan kepada ~epala Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 20

(dua puluh) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan

bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan

sebelumnya disertai der.gan data pendukung lainnya.
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Baglan Keempat

Penyetoran dan Pengawasan

Pasal40

Pemungut Pajak wajib .menyetorkan PSSKS ke Kas Umum Daerah berdasarkan realisasi

setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan beriklJtnya Pemungut bahan bakar

berl<ewajiban untuk menyetor PBBKB ya~g terutang pada Kas Daerah me!:llui Bank

Pers€psi atau tempat lain yang dltunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang

dipersar.,akan.

Pasal41

Pemungut Pajak wajib membuat laporan rincian hasH penjualan maupun penggunaan

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setlap bulan bf:rsama dengan laporan penyetoran

PBSKB ke Kas Umum Daerah dHengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah kepada

Gub~mur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan

berikutnya.

Pasal42

Gubemur berkewajiban mengadak3n pengawasan atas kebenaoan jumlah pendistribl'sian

penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar unt'.Jk Umum (SPBU),

Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Sclar (APMS),

Premium SolC'r Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB),

Staslun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM pada semua sektor

usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat, laut dan udara.

BAB VI

PAJAKAIR PERMUKAAN .

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal43

-Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambHan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal44

(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.:.

(2) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat

dengan tetap memperhatikan kelestarian Iingkungan.
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Pasal45

(1) Subjek PAP adalah orang prlbadi &au badan yang dapat melaku!:an pengambllan

dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2)oWajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tartf dan Cara Penghitullgan Pajak

i'asal46

(1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilal Perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam

rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor

berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air;

f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan

g. tingkat kerusakan Iingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(4) Pengambil:ln dan/atau pemanfaatan air permukaan 'Jntuk ketenagalistrikan

pemanfaatan umum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal47

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal48

Besarnya pokok PAP yang t.:rutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan nHal perolehan air permukaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
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Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Penetapan

dan saat Pajak Terutang

Pasal49

PAPyang terutang dipungut di wilayah daerah,

Pasal'sO

Masa pajak Pemungutan PAPadalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender,

Pasals1

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir Pelaporan/SPPKB atau bentuk lain yang

dipersamakan.
(2) Berdasarkan Formulir Pelaporan{SPPKB sebagalmana dlmaksud ayat (1) ditetapkan

besar pajak terutang dengan menerbltkan SKPD.
(3) SKPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) diterbltkan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal52

PAPterutang sejak diterbitkan SKPD.

BABVII

PAJAKROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal53

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas setiap konsuinsi rokok.

Pasals4

(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
(i) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun,

(3) Dikecuallkan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

cukal. "
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Pasai 55

(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

(2) Wajlb Pajak Rokok adalah pengusaha pabrikrokok/produsen dan importir rokok yang

mcmi/iki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

. (3) Wajib pungut Pajak ROKOkadalah Instansi Pemerintah yang berwenang memungut

cukai.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Car3 Penghitungan Pajak

Pasal56

Dasar pengenaan Pajak Rokok aqalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhCidap

rokok.

Pasal 57

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 58

(1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan"dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56.

(2) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah

penduduk.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Rokok mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 59

(1) Pemungutan Pajak di/arang diborongkan.

(2) Setlap Wajlb Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Penetapan

Gubernur atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.
(3) Wajlb pajak yang memenuhi kewajlban perpajakan berrlasarkan Penetapan Gubernur

membayar dengan menggunakan SKPDatau dokumen lain "(ang dipersamakan.
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(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa karcis

atau nota perhitungan.

(5) Jenls Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubemur sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah PKB, BBNKB dan PAP.

(6) Wajib Pajak yang. memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, membayar dengan

menggunakan SPTPD, SKDPKB, dan/atau SKPDKBT.

(7) Jeni~ pajak yang dibayar sendiri oleh waj!b pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

adalah PBSKS dan Pajak Rokok.

(8) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan

penyetoran Pajak Rokok.

Pasa! 60

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubemur dapat

menerbitkan:

a. SKPDKS dalam hal:

1) berdasarkan hasil pemeriksaan ataIJ keteranganlain, pajak yang terutang tidak

ataU kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu 15 (lima belas)

hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam surat tegLJ(an;

3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung seCara

jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukar. daLa baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jIJmlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ..

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 1) da.n angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%.-
(seratus persen) dari jU1i1lah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tlndakan pemeriksaan.
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(5) Jumlah pajak yang terutang dalam -SKPDKB sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

hurut a angka 3) dikenakan sanksl administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dart pokok pajak dltambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terl'}mbat

dlbayar untuk jangk~ waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihltung sejak

saat terutangnya pajak ..

Baglan Kedua

Surat Tagihan

Pasal61

(1) Gubemur dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalari tldak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SmD terdapat kekurangan pembayaran sebagai aklbat salah

tulls dan/atau salah hitung;

c. Wajlb Pajak dikenakan sanksl administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukpaling 13ma 15 (lima belas) bulan sejak

saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan

s3nksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih

melalui STPD.

Bagian Ketlga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 62

(1) PKB harus dibayar sekallgus dimuka untuk masa pajak 12 (dua belas bulan).

(2) PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat diterbitkannya SKPD.

(3) PBBKB harus dibayar pada sqat penyerahan bahan bakar.

(4) Pemungut PBBKB menyetor paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

(5) PAP harus dlbayar selambat-Iambatnya 30 (t1ga puluh) hari seJak diterbitkannya SKPD.

(6) Pajak Rokok dibayar pada saat pelunasan cukai.
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Bagian Keempat

Penaglhan.

Pasal63
(1) setelah 30 (tiga puluh) han SKPD diterbitkan, pajak yang terutang tidak atau kurang

dibayar, ditagih detlgan STPD.

(2) setelah 14 (empat belas) hari STPD, diterbltkaro surat Peringatan pertama.

(3) Setelah 21 (dua puluh satu) harl ?urat Peringatan Pertama, diterbitkan Surat

Peringatan Kedua.

Pasal64

(1) Pajak yang terutang berdasarl<an SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPO,. Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang

dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunyadapat ditaglh dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dllaks3nakan berdasarl<an peraturan perund3ng-

undangan ..

Bagian Kellma

Keberatan dan Banding

Pasal65

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubemur atau Kepala' Badan

Keu<::nganDaerah atas penerbitan:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPOLB;

e. SKPDN; dan

f. Pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakar> daerah yang berl.aku.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kecuali jika Wajib Pajak dap2t menunjukkan bahwa jangka waktuitu tidak dapat

dipenuhl karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima.

puluh persen) oari pajak yang terutang.

(5) Keberatan yang tidak memenuhl.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

t1dakdlanggap sebagai Surat Keberatan sehlngga tJdak perlu dipertimbangkan.
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(6) Tanda penerlmaan surat keberatan yang dlberlkan oleh Kepala Badan Keuangan

Daerah atau tanda penglrlman surat keberatan melalul surat pos tercatat sebagai

tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal66

(1) Gubernur dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) bulan , sejak tanggal Surat

Keberatan diterima, harus memberl keputysan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan atas keberatan dapat berupa mene~ma seluruhnya atau sebagian, menolak,

atau rroenambah bEsarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah lewat din Gubemur

tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diaj:.Jkan tersebut dianggap

dlkabulkar>.

Pasal 67

- (1) Waj!b Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadllan Pajak

terhadap keputusan mengenai keberatannya.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan sejak keputusan dlterima, dilampiri sallnan dar! surat keputusan keberatan

tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding inenangguhkan kewajiban membayar pajak sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal68

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikemballkan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.

(2) Imbalan bung a sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai

sanksl administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dar! jumlah pajak

berdasarkan keput'Jsan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa

denda sebesar 50% (lima puluh persen)seba£almana dimaksud pada ayat (3) tidak

d:kenakan.
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(5) Oalam hal permohonan banding.ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai

sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak

berdasarkan Putusan. Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 69

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur dapat membetulkan

SKPD, SKPDKB, SKPOKBT atau STi>o, SKPON atau SKPOLB yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan

ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Gubernur dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan

kenaikan pajak yang terutang menu rut peraturan penmdang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sar,ksi tersebut dikenakan karen~ kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkiln atau membatalkan SKPO, SKPOKB, SKPOKBT atau STi>O, SKPON

atau SKPOLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPO; .

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan ticak sesuai dengan tata cara yang ditent<Jkan;

e. mengurangkan ketetapc'O pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisl tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanj~t mengenai tzta cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal70

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan, dan Insentif pajak.

(2) 5etlap tahun Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih

atas usul dari Kepala Badan Keuangan Daerah.
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BAS IX

PENGEMBAUAN KELEBlHAN PEMBAYARAN

Pasal71

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengemball1ln keleblhan pe~bayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memberikan l<cputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan

Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemba'laran Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apcbila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), langsung diperhitL:ngkan untuk melunasi

ter,ebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembaliankelebihan pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (d'Ja) bulan sejak diterbitkannYi:l SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembaycran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,

Guhernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dU2 persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

(7) Tatil (a,a pengembalian kelebihan -pembayariln pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAS X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 72
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib

pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran danjatau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dar: Wajib Pajak, balk langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hUM a, kedaluwarsapenagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

Paksa tersebut.

26

»

s.



(4) Pengakual1 utang pajak secara langsuhg sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf b

adalah Wajib Pajak d~ngan kesadarannya rnenyata!<an rnaslh rnernpunyal utang pajak

dan belurn rnelunasin}'a kepada Pernerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang pajak secara t1dak langsung sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ..atau penundaan

pernbayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasa! 73

(1) Piutang Pajak yang tidak mU:1gkin ditagih lagl karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutarog Pajak yang suc!ah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata eara penghapusan plutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebihlanjut

dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74
(1) Instansi yang melaksanakan pernungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) ditE'tapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Bela:1ja Daerah.

(3) Tata eara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAS XII

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pasal75

(1) 5etlap Wajib Pajak yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki

Identitas Wajib Pajak.

(2) Identitas Wajib Pajak sebagaimana d!:naksiJd pada ayat (1), rnerupakan sarana dalam

administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dpn kewajiban

Perpajakan Daerah. '
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BAB XIII

BAGI HASIL PAJAK

Pasal76

(1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKS diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. dan

Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) denga.n pembagian sebagai berikut:

a. 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan Potensi; dan

b. 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Pemerataan.,
(2) Hasil penerimaan PBBKB diserahkar. kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah

Kota ~ebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan pembagian s~bagai berikut:

a. 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan Potensi; dan

b. 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan Pemer<ltaan.

(3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:

a, 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan Potensi; dan

b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan Pemerataan.

(4) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya

pada 1 (satu) wilayahkabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan

dia:okasikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh

persen).

(5) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan

Pernerintah Kota sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dengan pembagian .sebagai

berikut:

a. 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk.

b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan Pemerataan.

(6) Besarnya alokasi bagi hasil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan tata cara pembagiannya ditetapkan lebih lanjut

oleh Gubernur.

Pasal77

(1) Hasil penerimaan PKB balk bagian/hak provinsi, maupun bagi hasil kabupaten/kota

dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau

pemellharaan jalan serta penlngkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Penerimaan Pajak Rokok, balk bagian/hak provinsi maupun bagian kabupaten/kota,

dlalokaslkan 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan

masyarakat dan penegakan hukum.
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BAS XIV
RAHASIA PERPAJAKAN

Pasal78

(1) Setlap Pejauat dilara:1g memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimrma dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dik~ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertlndak sebagai :;aksi at<lu saksi ahli dalam sidang

pengadilan;

b. pejabat danjatau tellaga ahliy-ang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga negara atauinstansl Pemerintah yang

berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daer.Jh.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Gubemur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahll sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang

Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjlJk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perkara

perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara

Perdate, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bu!<ti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada

padanya.

(6) Permintaan hakim pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta

kaitan antara perkara pidana atau perkara perdata yang bersangkutan dengan

keterangan yang diminta.

BAS 'X)/

PENYIDIKAN

Pasal79 "

(1) PeJabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Pemerintafl Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

29



bldang perpajakan Daerah, sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "dalah pejabat pegawai negetl sipil

tertentu dl Iingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalar.:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan denqan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut inenjadi leblh lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tznaga ahli dalam rangkci pelaksanaan tugas jJenyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan(atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,

benda, dan(atau dokumen yang dibawa;

h. memotret Seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan(atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pad" ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan .

dan menyampaikan hasil penyldikannya kepada Penuntut Umum me/a lui Penyidik

. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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. BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

PasalBO

(1) Wajib Pajak yang karena kea/paannya tidak menyampaikan SPTPD atau meng/sl

dengan tidak b-=nC!ratau tidak lengkap atau me/ampirkan keterangan yang t1dak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana de~da paling banyak 2 (dua) kali jumfah pajak
terutang yang tidai< atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak 'lang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah oajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasa/S1

Tindak pidana di bidang perpajakCln da€rah tidak dituntut sete/ali me/ampaui jangka waktu

5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berckhirnya Masa Pajak.

Pasa/82

(1) Pejabat atau tenaga 2hli yang ditunjuk oleh Gubernu~ yang karena kea/paannya tidak

memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagairnana dimak5ud da/am Pasa/ 80 Ciyat

(1) dar; ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 4.0CO.OGO,00(empatjuta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
banyak RpIO.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak piaana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahaSiaannya dilanggar.

(41 Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

sifatnya adaiah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan seJaku wajib
pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. ,

Pasal83

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, dan pasa/ 82 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.
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BAa XVII

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal84

(1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum

dibayar besarnya pajak yimg terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku

sebelumnya.

(2) Terhadap maSa pajak yang berakhir segelumberlakunya Peraturan Daerah ini dan

didaftarkan pad a saat atau sesudah Peraturan daerah ini bE:rlaku maka dikenakan

ketentuan dalam Peraturan Daerah Ini.

BAB XVIII

KETENTUAN ?ENUTUP

Pasal85

Hal-hal yang belum cukup diat:.Jr dalam Peraturan Daerah jni akan ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Gube:rn'Jr sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal86

Pada saat Peraturan Daerah ini mJlai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah Nemer 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermeter dan

Kendaraan di Atas Air sebagaimana tp.lan diubah dengan Peraturan Daerah Nemer 16

Ttihun 2003 tent2ng Perubahan atas Peraturan Daerah Nemer 18 Tahun 2002 tentang

Pajak Kendaraan Bermeter dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Previnsi

Gerontale Tahun 2003 Nemer 1 Seri D).

b. Peraturan Daerah Nemer 19 Tdhun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahul' 2002 Nomer 02

Seri B).

c. Peraturan Daerah Nemor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gerontalo Tahun 2002 Nomer 03 Seri B).

d. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontale Tahun 2002

Nomor 04 Seri B)

Dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PasalS?

Ketentuan mengenai Pajak Rokek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah inj mulai

berlaku pada tanggal 01 Jtlnuari 2014.
~-
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Pasal 88
Perzturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan.

- I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah in!

dengan penemp<:tannya dalam Lembaran Daerah Provinsl Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 DE:SEMIH:R 2011

Diund;:mgkan di Gorontalo
pada tangg31 30 Iles~~ 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

~~~ ..
Drs. A. ARFAN ARSYAO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MAOYA
NIP. 195711041984031001

. LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 05
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PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK'DAERAH

I. UMUM

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dinyatakan Negara
kesatuan Republik Indonesia dlb2giatas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi
d!bagi atas Kebupaten dan Ki:lta yang ti2p-tiap Provinsi,Kabupaten dan Kota itu
mempunya! Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang, selanjutnya
pada 3yat (2) disebutkan bahwa Pemer1ntah Daerah Provinsi,daerah Kabupaten dan
Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan P~merintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan. Prinsip otonoml daerah menganut prinsip otonoml seluas-Iuasnya
dalam arti daerah diberikan kewemmgan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Untuk dapat menjaiankan fungsi-fungsi pemerintahan dzerah yaitu pengaturan,
pelayailan, dan pemberdayaan masyarakat secara m"ksilna! dan efektif maka
pemerintah Daerah perlu memlliki kemampuan fiskal yang memadai.

Kemampuan fiskai suatu Daerah dapat diketahui melalui APBD setiap Tahun
dimana Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan yang penting dalam
pendapatan Daerall.

Selama ini pemungutan pajak daerah diatur dengan Undang-undang nomor 34
Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi diberi
kewenangan Il'emungut 4 (empat) jenis Pajak daerah yang kemudian Prvvinsi
mengatur pengelolaan pajak tersebut dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah telah memberikan 'perluasan basis pajak bagi daerah dan diskresi dalam
penetapan tarif. Pengenaan pajak kendaraan bermotor milik pemerintah dan pajak
rokok merupakan objek pajak baru bagi pemerintah Provinsi dengan demikian daerah
mendapat kesempatan leblh besar dalam menlngkatkan penerimaan pajak. Namui1
demikian berdasarkan undang 'u'1dang inl pula Provli1si kehilangan satu jenis objek
pajak yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang sudah menjadi pajak daerah KebuiJaten/Kota.

Pengelolaankeuangan daerah termasukpemungutan pajak daerah harus
dilaksanakan secara transparan partlslpatlf dan akuntabel serta mewajlbkan untuk
memberikan pelayanan yang terbalk kepada para wajlb pajak de:i1gan terus melakukan
lnovasl sehlngga mampu mendptakan Derl?agal macam varlasl jenls pelayanafl.dengan
mekanlsme (lan prosedur sesederhana mungkin tetapi dapat dipertiJOggungjawabkan.



/

Pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dinyatakan Pajak dan pemungutan lain yang bersiFat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut serta ketentuan pasal
95 ayat (1) Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 maka semua pemungutan Pajak
Oaerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.

II. PENJELASANPASAL OEMI PASAL

Pasal1
Cukup jelas

PasaJ2
Cukup jelas

Pasa/3
Cukup jelas

Pasal4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Badan yang dimaksud, termasuk Pemerintah dan TNI/POLRI
Ayat (2)
Cukup je/as
Ayat(3)

Nama dan alamat yang sama kepemlllkan kendaraan bermotor.
PenetQpan pajak progresif:

a. Untuk pertama kali menetapkan urutan kepemillkan kendaraan bermotor,
didasarkan pada urutan tanggaf pendaftaran yang te/ah direkam pada database
objek kendaraan bermotor atau pemyataan wajib pajak.

b. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tldak dikenakan pajak progresif.
c. Untuk selanjutnya apablla ada perubahan kepemilikan, wajib pajak harus

melaporkan untuk merubah urutan kepemlflkan. _
Ayat (4)
CukupjeJas

Pasal6
Huruf a

NlIaf Jual Kendaraan Bermotor merupakan standar nilal kendaraan bermotor ,
yang diwujudkan dalam bentuk angka dan dipergunakan sebagai dasar
penetapan pajak kendaraan bermoter.

Hurufb
Cukupjelas

Pasal7
Cukupjelas

2



Pasal8
CukupjeJas

Pasal9
Cukupjelas

PasallO
Cukup jelas

Pasal11
Ayat 1

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pajak pogresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi
kendaraan roda kurang darl 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih ..
Penetapan pajak progresif pada kendaraan roda kurang darl 4 (empat) hanya
berlaku pada kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dengan isi cylinder 250cc ke.
atas.
Contoh:
a. Tuan A pada tahun 2007 memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua),

selanjutnya pada tahun 2008 membell satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga)
dan pada tahun 2009 membell kendaraan bermoror roda 4 (empat) karena
masing-masing kendaraan tersebut kepeinilikan pertama maka tidak
dikenakan tarif progreslf.

b. Tuan A sebagaimana pada huruf a diatas, membeli kendaraan bermotor roda
2 (dua) isi cylinder 115cc, maka atas pembelian kendaraan tersebut tidak
dikenakan tarlf progresif.

c. Pada tahun yang sama tuan A sebagaimana dlmaksud huruf a dan b diatas,
membeli kendaraan roda 2 (dua) isi cylinder 250cc: atas pembelian
kendaraan ketlga tersebut dikenakan tarif progresif.

d. Pada Tahun 2011 tuan A sebagalmcma dimaksud huruf a, b dan c diatas
membeli satu kendaraan bermotor roda 4 (empat), maka untuk kendaraan
kedua'dikenakan tarlf progreslf.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat4
Yang dimaksud dengan kendaraan TNI/POLRI adalah kendaraan bermotor yang
semata-mata tldak dlpergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Ayat 5
Cukupjelas

Pasal12
Cukupjelas
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PasaJ 13
Cukup jelas

Pasal14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukul' jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (Force M3jeure/' yaitu suatu keadaan yang
terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya Kendaraan Berrnotor
rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.
Ayat(S)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal1S
Cukup jelas

Pasal16
Ayat (1)
Cukup je/as
Ayat (2)
Huruf a

Cukup je/as
Huruf b

Cukup jelas
Huruf C

Yang dirnaksud dengan fiscal adalah keterangan fiscal yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah tempat asal kendaraan

:~uruf d
Cukup jelas

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal17
Cukup jelas

Pasal18
Cukupjelas

Pasal19
Cukup jelas

Pasal20
Cukup jelas
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Pasa/21
Cukup jelas

Pasaf 22
Cukup je/as

Pasal23
Ayat (1)

Huruf a

Yang. dimaksud dengan Penyerahan pertama yaitu pcnyerah3n kendaraan
bermotor dar: penjualflmportlr/dealer kepada pemillk pertama.
Huruf b

Yang dimaksud dengan Penyerahan k~ua dan Selanjutnya yaitu penyerah3n
kendaraan bermotor darl pemlilk pertama kepada pemilik kedua, dan seteruSilya.
Termasuk penyerahan di dalam ai'at ini adalah penyerahan karena
hibah,warisan,hadiah dan dum
Hurufc
ClJkup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup je/as

Pasai 24
Cukup jelas

Pasal25
Cukup je/as

Pasai 26
Cukup jeias

Pasal27
Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dihitung dari tanggal faktur/kuitansi
pembelian atau surat keterangan waris atau tangga/ risalah /elang.
Ayat (2)
Cukup je/as
Ayat (3)
Cukup jelas

Pesa/ 28
Cukup je/as

Pasal29
Cukup je/as

Pasa/30
Culcup jeJas
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Pasal31
Ayat (1)
Kendaraan di air adalah, semua a/at transportas/ disungal, danau dan laut tennasuk alat
transportasl berbendera aslng untuk pelayaran samudra dan membell BBM diperairan_
wilayah indonesia.
Dikecuallkan dari objek PSSKS adalah pembelian bahan bakar yang dipergunakan untuk
kendaraan di airjkapal yang berbendera asing denganilarga valuta asing untuk tujuan
luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal32
a. Nilai jual adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nitai (PPN) dan

PBBKS.
b. Dalam hal harg2 jual bahan bakar kendaraan berrnotor tidak termasuk PPN namun

sudah termasuk PBBKB dengan tarlf 10% (sepu/uh persen) rnaka nitaI jual dlhitung
sebagai perkaiian 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dengan harga jual.

c. Dalam hal harga jual bahim bakar kendaraan bermotor sudsh termasuk PPN dengan
tarif 10% (sepuluh persen) dan PBSKS dengan tarif paling tinggi 10% (sepuluh
persen) maka nllal jual dihitung sebagal perkallan 100/120 (seratus per seratus dua -
puluh) dengar. harga jual.

Pasa/33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pemerintah apabila terjadi
kenaikan harga minyak dunla melebihi 130% (seratus tlga puluh persen) dari asumsi
harga minyak dunia yang ditetapkan dalam APBN.

Pasal34
Cukup jelas

Pasal35
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat(2)
Pemungutan PBBKB oleh produsen dan/atau lmportir, atau nama lain sejenis, atas
bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:
a. Lembaga penyalur antara lain, staslun pengislan Bahan bakar untuk umum (SPBU),

stasiun penglsian bahari bakar untuk TNljPOLRI, agen Premium dan Minyak Solar
(APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun pengisian Bahan Bakar
Bunker (SPBB), stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang menjual BBM
kepada konsumen akhir (konsumen langsung);

b. konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
Dalam hal bahan bakar tersebut digunakaOl sendiri maka produsen dan/atau importir
atau. nama lain sejenis waJlb menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
yang digunakan sendirl untuk kendaraan bermotomya. "
Produsen dan/atau Importir atau nama lain sejenis tidak mengeOilkan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar mirlyak untuk usaha
Industrl.
Dalam hal pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan antar penyedia
bahan bakar kendaraan bermotor, balk untuk dijual kembali kepada /embaga
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penyalur dan/atau konsumen langsung, maka y;:mg wajib mengenakan pajak baharl
kendaraan bemiotor yaltu penyedla yang menyalurkan bahan ba!:ar kendaraan
bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal36
Cukup jelas

Pasal37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup je/as

Pasal39
Cukupje/as

Pasal40
Cukup jelas

Pasal41
Cukup jelas

Pasal42
Cukup jelas

Pasal43
Cuku;Jjelas

Pasal44
Ay"t (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pertanian rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu
pertallian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang
dikelola oleh rakyat.

Pasa/45
Cukupjelas

Pasal46
Cukup jelas

Pasal47
Cukup jelas

Pasal48
Cukup jelas

Pasal49
Cukup jelas

Pasal50
Cukup jelas
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Pasal51
Cukupjelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup je/as
Ayat(2)

Yang dimaksud dengan nsigaret" yaitu hasH tembakau yang dibuat dari tembakau
rafangan yang dibalut dengan kertas dengan cara diJinting, untuk dipakai, tampa
meng1ndahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam
pembuatannya.

Sigaret terdiri 3taS sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret k«lembak kemenyan.
Sigaret kretek yaitu sigdret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau
bagiannya, baik asJi maupun tiruan tampa memperhatikan jumlahnya.
Sigaret putih yaitu sigaret yang cialam pembuatannya tampa dir.ampuri dengan
cengkeh, kelembak, atau kemenyan.

Sigaret putih dan Sigaret kretek terdlri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau
yang dibuat dengan cara lain, dar. pada mesln.

Yang dimaksud deng2n " Sigaret Putih dan Sigaret Kretek yang dibuat dengan mesi,,"
yaitu sigaret putih dan sigarec kretek yang da/am pembuataflnya mu/ai dan pelintingan,
pemasangan mtet', pengemasann~'a dafam kemesan urituk penjualan eceran, sampai
dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian :nenggunakan mesin. ./
Yang dimaksud dengan " Sigaret Putih dan Sigaret Kretek yang dibuat dengan cara lain
dari pada mesin " yaitu sigaret pooh dan sigaret kretek yang dalam proses
pembuatannya mulai dari peJintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam
kemasan untuk penjualar. eceran, sampai dengan pelekatan pitacukai tampa
menggunakan mesin.

"Slgaret Kelembak kemenyang" sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan
kelembak dan/ata!J kemenyang asJimaupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
Yang dimaksud dengan "Cerutu" yaltu hasH tembakau yang dibuat dari Jembaran-
lembaran daun tembakau diiris atau tidak dengan cara digulung demikian rupa dengan
daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
Yang dimaksud dengan "Rokok Daun" yaitu hasH tembakau yang dibuat dengan daun
nipah, daun jagung, (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai,
tanpa mengindahkan bahan pengganti.
Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal56

Yang dir.1aksud dengan "eukai"yaltu pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasH
tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dibldang cukai, yang dapat berupa persentase dar! harga dasar (adva/orum)
atau Jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari
keduanya.
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Contoh:
Tarlf cukai speslfik : Rp20Cjbatang

Tarif advalon:.71 : 40% dan harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan pemerintah.
Jika Pemerintah han~'2 mengenakan tanf speslfik, dasar pengenaan pajak adalah
Rp200/batang.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tanf advalorum, dasar pengenaan pajak adalah
40% X HJE. .

Jika Pernerintah mengenakan Tacif spesifik dar. advalorum, dasar pengenaan pajak
adalah (Rp200/batang + 40% HJE).

Pasal 57
Cukup je1as

Pasal58
Cukup jelas

Pasal59
Cukupjelas

Pasai 60

Ket'O!ntuan ini mengatur pe:lerbitan surat ketetopan pajak atas pajak yang dibayar
sendici. Penerbitan surat ketetapan pajak dltujukan kcpada Wajib pajak tertentu yang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam peng:slan sptpd atau karena ditemlJkannya data
fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepaia Daerah untuk dapat menerbitkan
Si<PDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, cengan
perkataan lain hallya terdapat wajlb pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan
hasH pemeriksaan tidak mernenuhl kew<ljiban formal dan/atal.: kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang wajib pajak tidak menyampalkan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah
ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan
SKPDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang wajlb pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima), ternyata dari hasH pemeriksaan SPTPD yang
disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut,
Kepaia Daerah dapat meneribltkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

3. Wajlb pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB,
apabHa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, sesudah pajak yang
terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula be/urn terungkap yang
menyebabkan penambah"cm jum/ah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat
menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib pajak berdasarkan hasH pemenksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak
yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup Jelas

Angak 3

9



Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah
Penetapan besamya pajak ~rutang yang difakukan oleh Kepala Daerah
atau Pejabat yang dltunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan
lain yang dimiliki oleh Kepala daerah atau Pejabat yang dltunjuk.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2) ,
Ketzntuan ini mengatur sanksl terhadap Wajlb Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya yaltu mengenakan S<lnksl administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua Persen) sebulan dari paj2k yang tidak ztau terlambat dlbayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang
tidak atau terlambat dlbayar. sanksi administratif berupa bunga dlhitu~g sejak
saat terutangnya pajak sampai dengan diterbltkannya SKPDKB.

Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tldak tldak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,yaltu dengan dltemukannya data
baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil
pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib
Pajak dikenakan sanksi administratif Ini tldak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkannya sebelum dladakan tJndakan pemeriksaan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalilm hal Wajib Pajak tldak memcnuhi kewajiban perpajakannya sebag3imana
dimaksiJd pada ayat (1) huruf a angka 3, wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang
seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok yang terutang.
Da:am kasus ini, kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan
melalui penerbitan SKPDKB.
Selaiil sanks! administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dUd puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dlhitung dar! pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB.

L Pasal61
Cukup jelas

Pasal62
Cukup jelas

Pasal63
Cukup jelas

Pasal64
Cukup jelas

/

Pasal65
Cukup jelas
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Pasaf 66
Cukup je/as

Pasal67
Cukupjelas

Pasa! 68
Cukup jelas

Pasal69
Cukup jelas

Pasal70
Ayat (1)

Insentif pajak ada!ah pemberian kebijakan oleh Gubemur kepada wajib pajak.
Ayat(2)
Cukup je!as

Pasa! 71
Cukup jelas

Pasal72
Cukup jeias

Pasal73
Cukup jelas

Pasai 74
Cukup jelas

Pasal75
CuklJp jelas

F'asal76
Cukup jelas

Pasal77
Cukup jelas

Pasal78
Cukup jelas

Pasal79
Cukup jelas

Pasal80
Cukup jelas

.. 4>asal.81
Cukup Jelas

Pasa! 82
Cukup jelas
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Pasal83
. Cukup jelas
I

Pasal84
Cukupjelas

Pasal85
Cukup jelas

Pasal86
Cukupjelas

Pasal87
Cukup jelas

Pasal88
Cukup jelas
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